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PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN
DENGAN PERKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK
NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

ABSTRAK : -bahwa untuk menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167
/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai
serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah
Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, agar lebih memberikan
kepastian hukum dan keadilan perlakuan pajak penghasilan atas penggantian
atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk uang
maupun natura dan/atau kenikmatan, serta untuk menghindari upaya
penggerusan basis pajak,, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Perancanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50,
TLN No.3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.7
Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No0.6736), UU No.39 Tahun 2008 (LN
Tahun 2008 No0.166, TLN No0.4916), PP No.55 Tahun 2022 (LN Tahun 2022
No.231, TLN No.6836), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98),
Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana
diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau
kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja
atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
merupakan penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk
natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari
2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 yang belum dilakukan pemotongan
Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan,
atas Pajak Penghasilan yang terutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta
dilaporkan oleh penerima dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2023 dan diundangkan pada
tanggal 27 Juni 2023
- Peraturan Menteri ini mencabut PMK Nomor 167/PMK.03/2018 (BN Tahun 2018
No.1683)
- Batang Tubuh (Hal 1-20); Lampiran (Hal. 21-52)



